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LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI |
NOMOR : 2 TAHUN 2000 SERT B NOMOR & 1

.

PERATURAN DAERAH PROPINST DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUST PENGUJUAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KFEPALA DAERAH TINGKAT T JAMBT

Menimbang s a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menterd

Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
- Ruang Lingkup dan Janis-jenis Retribusi Dae

P
rah Tingkat T dan Daersh Tingkat 1, maka
Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Ber
Mmotor merupakan Jenis retribusi Daerah Ting-
kat 1, : :

bs behwa untuk memungut retribusi sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat ¢ 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pe
netapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah~daerah Swa -
tantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi  dan
Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75 )
sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 112).

e Undang—undang- ‘a A. .
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Undang=-undang Nomor-49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 No-

‘mor 156, Tambahan Lenbaran Negara Nomor 2104) j

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) 3

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah-
an Daerah (Lembaran Negara Tahun 199 Nomor 60, Tam -
bahan Lembaran Negara Womor 3839) 3 ' :

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lem
baran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambshan Lembaran
Negara Nomor 3186) s

Undang-undang Nomor 8 Talwn 1881 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 19681 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 32_09} H ;

Undang-undang Nomer 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor

- 49, Tambahan Lenbaran Negara Nomor 3480} 3

Undang~undang Nomor 18 Tshun 1997 tentang Pajak Dae~
rah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Tahun 1997

Nomor 41, Tambahan Lenbaran Negara Nomor 3685) 3

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tshun 1983 tentang Pe-
laksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hu
kum Acara Pidana {Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6

m

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) $

=

eraturan Pemerintak Nomor 22 Tahuin 1990 tentang Pe~
verahan sebagian Urusan Pemerintshan dalam Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Halan -kepada Daerah Tingksat

I dan Daerah Tingkat IT {Lembaran Negara Tahun 1950

bl

Nomoy 26, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3410) 3

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tshun 1993 tentang Peme
riksaan Kendaraan Bermotor di Jalan {Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomer 90, Tambahan Lenbaran Negara  Nomor

3530) 3

bt

12« Pergturar’
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendara
an an Pengemmdi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor Ol
Tambahan Lgnbaran Negara lomop 3530) 3

13e Perntarq Eeﬂerlﬂtaa Nomor 20 Tahun 1997 uentpﬂa'Retribu
si Daerah {(Lembaran Negara Tahun 190’7 Nomor 55, Tambahan
L:»».Dq“fm Negsara Nomor BU”?Z)

14, KapuEUSwr Fresiden Nomor 44 Tamm 1999 tentang Tehnik Pe
nyusinan Peraturan Perundang-undang, Zan dan BGHCUk,Baﬂu‘ﬂg
an Undeng=undang Rancangan Peraturan Pamerintsh dﬂﬂ an-
Cangan Keputusan Presiden,
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rrberi Fer,uuuﬁgan Nomor KM A7 Tahun 1997 ten
T

: Tgta qu Pom‘r‘(sqan Persy,

ersyaratan Tek
Jé}l&mo
19, ¥ putussn :\f-rzl’l'tG“ 1 Pf;,rnubupgqn NOFTOI‘ KM 71 Taly 1993 Len
i Berkala Kendaraan Bermotor &
20, hm!utthﬁ Manter: Dalam Negeri Homor 171 Talun 18997 +ton

tang Prosedur Pcngesabnn Peraturan Daernh tentn ang Pnjak
Daerah dan Retribusi Daerah s o

a

21e Keputusan Menteri Dalgm'hegerz Nomor 174 T n‘1;97 ten
rah 3

Tahun
tang Pedoman Tata Cara Femmngutan Retribusi Daern

22+ Kepubusans ve'es
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22+ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan ,di
*Bidang Retribusi Daerah 3 ’

23. Keputussan Menteri Dalam Ngeri Nomor 119 Tahun
1697 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Ret
ribusi Daerah Tingkat T dan Daerah Tingkat IT.

24+ Keputusan Menteri Dalaxﬁ Ngeri Nomor 147 Tahun
1998 tentang Kemponen Penetapan Tarif Retribu-
si. ’

25. Peraturan Dmerah Propinsi Daersh Tingkat T Jam
bi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pemberian Uang
Insentif (umng perangsang) kepada imstansi
yang melaksanakan pemungutan dan instansi Yang
membantu pelaksahaan pemungutan pendapatan dae

rahe
Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH PROPTNST DAFRAH TTNG .
KAT T JAMBI

MEMNUTUSKAN

“metapkan ¢ PERATURAN DAERAH FROPTNST DAERAH TINGKAT T JAMBI
TENTANG RETRIBUST PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB T
KETENTUAN UMUM
|  Pasal 1.
Dalam 'Pemturan Daerah int yang dimaksud dengan t
de Dnersh adalah Propir_isi Daerah Tingkat T Jambi. )

~  Dbe Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi
: Daerah Tingkat I Jambi. ‘

Ce Pejabate
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Pejabat adalah Pegauai yang diberi tugas tertentu ai
bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Pep-
undang-undangan Daerah yang berlakus, T

ab setiap tenaga penguji yang dinyatakan

lifikasi teknis tertentu dan diberikan
tanda kualifikasi teknis sesuai de=-

kualifikasinyae ,

‘daraan Bemmotor adalah kegiatan teknis-
n oleh Pemerintah Daerah atau unit yang

«
5
M
&
'L \
g
A
by

- ditunjuk, untuk menjamin agar kendaraan bermotor ge-—
“lalu dalam keadaan laik jalan. -

'Kendaraan Bermotor adalahrkehdaraan vang digerakkan
-0leh peralatan teknis yang berada pada kendarasn itu

: termasuk‘kereta gandengan atau kereta tempelan yang

diraﬁgkaikép dengan kendarnan bermotor.
Kendaraan Wajib U3i adalah setiap kendaraan yang ber -

“dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlasku

wajib diujikan untuk menentukan kelaikan Jalan, yaitu
mobil bug, mobil penumpang umm, mobil barang, kenda
raan kKhusus, kerets gandengan dan kereta tempelan
yang dicperasikan di Jjalan 3

Kandaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor vang

disediakan untuk dipersunskan oleh umum dengan dai -

pungut bayaran §

Mobil Pgrumpang adalah getiap kendaraan bermotor

yang dilengkapi sebanyak~banyaknya 8 (delapan) tempat
uduk tidak termasuk tempat duduk pengemudiy, baik de

- D8an maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi

- Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain *

Mokil, Bus adalah setiap kéndaraan bermotor yang a1
lengkepi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak
termaguk tempat duduk pengemudi baik dengan mampun Vo
tanpa perlengkapan bagasi 5 W ks '

dari mobil penumpang dan mobil bus §

; > < 1. Kendaraari. cee
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Kendarnan Khusus adalsh kendaraan bermotor selain dart
- Hendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan ber—

Hotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan
Bhusus atau mengangkut barang-barang khususs

Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan
¥ntuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu
¢lch alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh
Kendaraan bermmotor. - e

Kereta Tempelan adalish suatu alat yang dipergunakan :
untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik
dan sebagian bebarmya ditumpu oleh kendaraan penarik-
nyae » ' )

Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secarn
berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji,

Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala

berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengu-
Jian setiap kendaraan wajib uji. :

Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah dim
uji dengan hasil baik berupa lempengan plat almmnium
atau plat kaleng yang ditempelkan pada P34t nomor atau
rangka kendaraane. e i 25

Laik Jalan adalsh persyaratan minimum kondisi suatu

kendaraan yang harus dipenuhi ‘agar terjamin keselamat-
an dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebie .
eingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalane

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerash  dengan
Nama dam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, ~ fir
Ma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang se-
Jenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya.-

te Retribusieesess
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Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang dise
diakan atai diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tu ju=
an kepentingan,dan~kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atay badane h

Retribusi Penguiian Kendarasn Bermotor yang,selanjutnya
3 S Rzrels

relribuci adnlah panbayaran atas pelayanan
raan bermotor sesuni doroan peratuinn per
vang bérlaku yang discl erggarakan oleh
raHo o ‘ A 25 '

Widang~undanga
rintsh Dae

Wajib R-fribus. adalah orang pribadi atsu badan yang me-
miliki “an atau Denguasai kendaraan-ber:oﬁorvyang anu -
rut pera‘uran rerundsng-undan an diwajiikan untuk melaku
kan pemlayawan retribusi,

aktu tertentu yang merupa=-

Masa Retribusi ~dalah Jangka wa
kan batas wakt: bagi Wajib Retribusi untuk memanfaaikan
Jusa pengujian kendaraan Bermotor.

curat Pemberitshuan Retribusi Daerah, 1
& disingkat SPTRD, adsla cbie

L0 Retribusi unsuk mels ~orks data objek raotr
i Vsl eebage. dagar penghitung
Ag menurut peratu

¥ _,'L\ . . Viasws Boasd e S [FT
CHeran Brﬂng Se-ﬂ.a;} Jui —dpﬁ 9
xeputusan yang meneatukan bet

- o} - N
yaritge UCANge

=ta +bribusi Davrah Kurang Bayar Tambahan
~aijucnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ke
putusan yang meneitukan tambahan atas Jumlah retribusi
yang telah ditetarian, ' :

Surat Ketetapan Retribusi Daersh Lebih Bayar, yang selan
Jutnya dapat disingkat SKROLE adalah surat keputusan

yang menentukan jumlah kelebihan perbayaran retribusi ka
rena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retri

busi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

bb,. 'Surat:. voe -io o ‘o
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Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi adginistrasi berupa  bunga
dan atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang di

ajukan oleh Wajib Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pamenuhan ke
wajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang
undangan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ada
1ah serangkaian tindakan yang dilakukan olch Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Pe
nyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersang-
kanya.

BAB 1T
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIRUST
Pasal 2

Dengsn nama Retribusi Pengujian Kendarasn Bemmotor dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian ken-
daraan bermotore

-+ Pasal -3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermo-
tor yang meliputi ¢

Ae
b.’
Co
de

=0
e

Mobil bus j

“Mobil pemumpang umum §

Mobil Barang %
Kendaraan khusus j
Kereta gandengan ;
Kereta tempelan,

Pasal LFO oo
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Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memper
oleh pelays an pengujian kendaraan bermotor, .

B°'AB IIT
GOLONGAN RETRIBUST

Pasal 5
Retribusi ngujian Kendaraan Bermotor digolongan sebagai
Retribusi 1=a Umums

BAB IV

CARA MENGUKUZ TINGKAT PEICGUN AN JASA

Pasal 6
Tingkat Pe sgunaan jasa pengujian kendaraan barmotor didasar
<20 atas 1 skuensi pengujian kendaraan bermcicr dan Jjenis
“endaraan  rmotor yang diujl,

BAB V

(1)

(2)

SRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA T/RTF

Pagsal 7 -

Princir dan sasaran dalam penetapan struktur dan besar -
nya “arlf retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pe-
nye! .nggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan memper
tinbangian kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Biaya scbagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi biaga
peneriksaan untuk memeriksa emisi gas uang, biaya untuk
memeriksa lampu-lampu serta perlengkapan dan peralatan
lainnya. biaya inventasi, biaya operasional dan pemeliha
raan, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pe
Masangan tanda samping, biaya tanda uji dan segel.

BAB VI......O...
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BAR VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARTF RETRIBUST
Pasal 8

Struktur tarif dibebankan berdasarkan jenis kendaraan ber
motor. & ‘

Besarnya Bbjaya pengujian berkala untuk masing-masing Jjee
nis kendaraan bermotor wajib uji berkala sesuai dengan
tipe yang sama dan seragam untuk seluruh Indonesis.

Besarmya biaya pengujian berkala untuk yang pertama kali
terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala pada
Masing=-masing unit pelaksana pengujian berkala ditetapkan
sebagai berikut @

as Biaya berkala pertama kali @

1. Mobil bus dan mobil barang Rpol2,000 4~
2e Mobil penumpang umum RE5e32.000 ;-
3¢ Kereta gandeng/kereta tempelan Rpel1.50C ;-
4e Kendaraan khusus Rpe 334500~
5. Penggantian buku uji Rpe 7+5004=
6. Penggantian plat uji Rps 2.500,-
Be Fengujian kendaraan bermotor berkala ke 2 dan ke 3%
1. Mobil bus dan mobil barang Rpe 3740004
2e Mobil penumpang umum Rpe27.000,=
3¢ Kereta gandeng/kereta tempelan Rpe 364500, -

Le Kendaraan khuse Rpe27+500 4=
ce Numpang uji

Besarmya tarif retribusi numpang uji sesuai dengan Jje=-
nis kendaraan yang diuji.

BA4B VIT
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal S

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

BAR e
et L Voo LA
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BAB VIIT
MASA RETRIBUST DAN SAAT RETRIBUST TERUTANG
Pasal 10
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan
Pasal 11

Saat retribug terutang adalah pada saat diterbitkannya  SKRD
- .

i
atau dokumen lain Yang dipersamakan.
BAB 1X

o

(]
Nr”

e W e N

L3} Bentuk, isi, sorta ta
TRD selbagaimana dimak
Pala Daersh,

2 Cara pengisian dan penyampaian SP

.
sud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ke

ct

BAB x
PENETAPAN RETRIBUST
Pasal 13

(l) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pagal 12
ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan
SKRD atau dokumen lain yang persamakane ‘

(2) Apabila bergasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data
baru dan atau data ysng semula belum terungkap yang menye
babkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka 44
keluarkan SKRDKBT,

Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
dan SKRDKBT sebagaimsna dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

~~
N
S~

B.AB XI&oe-a.lo.ot
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BAB Xy
TATA CARA PEMUNGUTAN
- : Pasal 14
(1. Peungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak
;7 ketiga/ diborongkan,
(2 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
l.in yang dipersamakan dan SKRDKBT,

(3, Thstansi pemmgut adalah Dinas LLAJ Propinsi Dati T Jam
‘io
’ BAB XI
SANKST ADMINISTRAST
Pasal 15

} Ermilik kendaraan bermotor wajib uji berkala yang karena
k_ialaian terlambat melaksanakan pengujian berkala, dike
Nal' 1 biaya pengujian berkala sebagaimana dims'tsud dalam
pas:l 6 dengan tambahan biaya untuk setiap bulan keter -
lambatan sebagaimana tercantum dibawah ini,

+ Koterlambatan sebagaimna dimaksud dalam ayat (1)  ains
tuiaz mulai hari kerja pertama dari akhir masq berlaku
uji ditetapkan scbagai berikut s

Py
)
e

i
A
S

a, Mobil bus dan mobil barang © Rpe7.000,-
be Mobil penumpang umum RpPe6s000 ¢~ -
Co Kereta gandengan/kereta tempelan o Rpo7.000. -
ds Kendaraan khusus - Rpe6.000,~
BAB XIT '
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunas{ sekaly
gus, )

-(2) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retrd
bust diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(%)

(5)

(6)
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Pasal 17

Pengeluaran surat teguran/perzngauan/surat lain yang se
Jjenis sebagni awal tindakan pelaksanaan penagihan retri
busi dikeluarkan segera setelzh 7 (tujuh) hari segak ja
tuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran peringatan/surpt lain yang sejenis wajib retri-
busi harus melunasi retribusinya yang terutange

Surat tesuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dike -
luarkan oleh pejabat yang ditunjuke.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 18

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Kepalzs Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipermamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bnhasa Tndone=
sia dengan disertai alasan=-alasan yang Jjelas.

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ke-
tebapan retribusi, Waljib Retribusi harus dapat membukti
kan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebuts

Keberatan harus disjukan dalam Jangka waktu paling lama
2 {dua) bulan sejak tangsal SKRJ atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali
apabila wajiR retribusi tertentu dapat menunjukkan bah-
va Jangka waktu itu tidsk dapat dipenuhi karena kendaan
diluar kekussaannyae

Keberntan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

~ s N\
dimaksud pada ayat 2) dan ayat (3} tidak dianggap seba
gai surat keberatan, schingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunds kewaj jiban membayar

7 retribusi dan pelaksanasn penagihan retribusi.



- 14 -
Pasal_ 19-

(1) Kepela Daerah dalam jangka waktu paling lam 6 (enam)

-~
et

N

an sejek tanggal surat keberatan diterima harus mem
ber! keputusan atas keberatan yang diajukan. :

Keputusan Kepala Daerah atas keberntan dapat berupa me
nerima selurulnya atau sebagian menolak atau menambah
besarnya retiibusi yang terutang. . ’

I Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat -

(1) telan lewat dan Kepala Daerah tjdak memberikan sus
tu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkari, :

BAB XVI
PENGEMBALTAN KELEBTHAN PIMBAYARAN
Pasal 20

Ltas kelebihan pembayaren retribusi, Wajib Retr:busi
Capat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala
Yaerate ' :

)

/ %cpala Dasrah dalam jangka walkbu paling lema 6 {enam)

oulsn sejak diterimanya yermohonan kelebihan pembayar-
= . - . . VAR

on retribusi sebagaimana dinaksud pada ayat (1) harug

liemberikan keputusarn,

O} ipebila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

N

w1

teizh dilampaui dan Kepaiz Daerah tidak memberikan sua-

tu keputiusan, permohonsan pengembalian kelebihan retribu
sl dianggap dikabulkan dan SKRILE harus diterditkan da-
lam Jengka waktu paling lama 1 (satu) bulan, '

" Apabila Wajib Retribusi mempunyai- utang retribusi laine

nya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) landsurg diperhi tungkan untuk melunasi -

terlebih dahulu utang retribusi tersebut,

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu pa=
ling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRILE,

(6) }005.'3-‘.70
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(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dila
© kukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala
Daerah memberikan imbalan bunga sebesar %% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribu-
sie ) } i e ;
Pagal 21

(1) Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dinjukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan se=-
kurang-kurangnysa menyebutkan '3 ‘

A« Nama dan alamat Wajib Retribusi j
be Nama retribusi g
“Cs Besamya kelebihan pembayaran

de Alasan yang singkat dan jelas, i ¥

4

(2) Permchonan pengembalian kelebihan pembayaran-tztribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos Bercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengirim
an pos tercatat merupakan bukti saat permohonan- diterima

oleh Kepala Daerah.
' : R i

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan me ~

‘ nerbitkan Surat Perintah Meambayar Kelebihan Retribusie

(8) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan
dengon utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud
dalair Pagal 20 ayat (4) pembayaran dilekuken dengan
Cara pemindahibukuan dan bukti pemindahbukuan juga ber-
laku sebagai bukti pembayaran. o :

BAB V1T

PENGURANGAN, KIRTNCANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUST

Pasal 23

(1) Kepela Daerah dapat memberikan pengurangah§ keringanan
dan pembebasan retribusie. -

QQI Pemberiafeess q-o



o Y
(2) Pemberian péngurangan'keringanan dan pembebasan sebagdi
mana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemame
puan:wajib Retribusi, :
{3) Tata cara pengurabgan, ke
busi ditetapka

ringanan dan pembeb
n oleh Kepala Daershe
B AB XVITI

KEDALUWARSA PENAGTHAN
(1) Hak untuk melakukan

telah melampaui 3
sejak saat teru

asan retri-
Pasal 24

o
L

penagihan retribusi, kedaluwarsa se
angka waktu 3 (tiga) tahun terhitung .
angnya retribusi kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan +indak pidana di bidang retribusi, .
Kedaluwarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangeuh apabila s
ae Diterbitkan Surat Teguran, atau.
He

Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib
baik langsung maupun tidak langsung,

Retribusi
BAB XX
 KETENTUAN PIDANA
BN ... =y
L) Wajib Retr
hing

Pasal 25

ibusi yang tidak melalksanak
ga merugikan keuangsn Daersh dirn
an paling lama 6 (enam
4 (empat) kali

an Kewa jibannya se
Jumlah retribusi terutang.
2) Tindsk Pidana yar
£arana.

Cam pidana kurung-
bul'an atau denda paling bary,ak

g dimaksud pada ayat (1) adslah pelang
[ /
BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabateesess



(1)

(2)

Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu dilingkungan Peme
rintah Daperah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak
daerah dan retribusi daerahe

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah g

as Henerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterang
an atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibi=
dang retribusi drerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas 3

be Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menge-
Nai orang pribadi atau badan tentang kebenaran per -
buatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pida-
na dibidang retribusi daerah 3

de Mominta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah §

de Memeriksa buku~buku, catatan-catatan dan dokumen~dcku
men laib berkenaan dengan tindak pidana dibidang ret-
ribusi daerah 3

~ eo Melakukan penggeledrhan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen~dokumen lain serta
nelakukan penvitaan terhadap bahan bukti tersebut §

fs Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidiian tindak pidena dibidang retribusi dae
rah §

&» Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang mening-
galkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan se=

dang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan
atau dokumen vang dibawa sebagaimana dimaksud pada hu
ruf e § g -

he Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pida-—
na retribusi daerah. ‘

fe Memnggileess
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mggil orang untuk didengar ketérangannya dan diperik
sebagai tersangkn atai saksi s
Jo HMenghentikan penyidikan,

ke Melakukan tindakan lain ¥ang periu untuk kelancaran pe—_
nyidikan tindak pidana dibs deng retribusi Dacrah menuryu
‘hukum. yang dapat dipertanss gung Jawabkano.

imana dimaksud pada ayat (1) memberit- hue

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidi

3
kannya keo da Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan
Yang diatur dalam Unda ang-undang Nomor 8 Tahun 1981  ten-
tang Hukum Acarn Pidana.

peneimps

IYOTFAN TIATFTT AW 4 “"‘"
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DATT

i3
AERAH ”‘I"(' KAT T JM‘LD_L

el
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PENJEL A S AN
PERATURAN DAERAH PROPINSI \H TINGKAT I JAMBR

NOMOR ¢ 6 TAHUN 1999

o
E:

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. Penjelasan Umum,

Bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dae

rah dan Retribusi Daerah yang dltindaﬂ lanjuti dengan Peratur
an Pemerintah Nomor 20 Tahun 1597 ng Retribusi Dacrah,
maka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tetap meru, kan
jaﬁsrdmﬂmﬁ_wmgmmiﬁln@mmrnn%amﬁnbmlhmthﬁ@
kat T. _ " '
Oleh karena itu perlu mendspat pengaturan kembali dengan suatu
Peraturan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Tingkat I
Jambi Nomor 8 Tahun 1994 tentang Retribusi Atas Kendaraan Ber-
motor Wajib Uji Karena tidak sesuai lagi.

Pen gQuarun kembali Retribusi Peng Jj ian Kendarasn Bermotor
dengan Peraturan Daerah ini disatu sisi ssbngal pcrberian da-
sar hukum b agi pel 2ksanaan pemungutan atas objek retribusi di
ncaran p yelenggaraan pame
Wyanan- kemasyarakatan,
pemeriksaan tehnig laik
kotertiban dan keselamatan

t g Delaksqnoqn pe
1ain dalam rang

o)
@]
o
o]

ri
dis

" dibednkan berdssarkan je
sebagai cbjek pemeriksaon
bus &
pe "ILZ"""“"HQ
oqrqn

n Khusus termasuk (Mobil langkw)

Dandenban

tempelan (1ihat pasal 3)

% Besarnya biaya pengujian berkala berpedom
an kepada konsep rancangan kepmenhub Ta -
hun 1998 tentang Biaya Pengujian Kendaraan



Bermotor, bertujuan agar besarmya biaya
tersebut diseragamkan/disamakan untuk
seluruh Tndonesine

3¢ DBesarmya biaya pengujian berkala pertama

- kali terhadap setiap kendaraan wajib ujt

pada masingsmasing unit pelaksana pengu-

~ Jian berkala ditetapkan sama yaitu sebe=

sar sebagaimana tercantum pada pasal 8
ayat 30

4, Penggantian buku uji/penggantian plat
uji adalah penggantian buku uji dan atau
plat uji yang hilang dan atau rusak yang
di sebabkan kelalaian pemilik kendaraane

Pasal 8 (3) b 1 Dan biaya uji berkala ke 2 dan ke 3 dikurangi
dengan harga buku uji sebesar Rpe 5.0004~

Pasal 10 $ Jangka waktu masa uji untuk masing-masing

kendaraan wajib uji lamanya 6 bulan dan ke
mudian harus dilakukan pemeriksaan kembalis

D S e Ko et iy S e



